
SALINAN 

BUPATI SAMBAS 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR 11 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2019 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN 

BIDANG KESEHATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK 
DI KABUPATEN SAMBAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS, 

Menimbang : a. bahwa Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan Bidang 

Kesehatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten 

Sambas telah diatur dengan Peraturan Bupati Sambas 

Nomor 6 Tahun 2019; 

b. bahwa memperhatikan perlunya efektifitas dan efisiensi 

dalarn proses validasi dan verifikasi penerima manfaat 

Program Jampersal di tingkat desa; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a clan huruf b,perlu menetapkan 

Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Petunjuk 

Teknis Jaminan Persalinan Bidang Kesehatan Dana 

Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Sambas; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentangPenetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 

Tahun1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun. 

1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 



Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Repdblik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme 

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang 

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi 

Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117); 

12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 Tahun 2013 

tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin 

dan Orang Tidak mampu (Berita Negara. Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor); 

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 35); 

14. Peraturan Bupati Sambas Nomor 11 Tahun 2014 tentang 

Tarif Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat 

Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sambas 

(Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 

11) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 

Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan pada Pusat 

Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah di 

Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas 

Tahun 2017 Nomor 9); 

15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan Bidang Kesehatan 

Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Sambas 

(Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 6); 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS 

NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN BUPATI 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN 

BIDANG KESEHATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON 

FISIK DI KABUPATEN SAMBAS. 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 6 Tahun 2019 

tentang Petunjuk Teknis Jarninan Persalinan Bidang Kesehatan Dana Alokasi 

Khusus Non Fisik di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas 

Tahun 2019 Nomor 6) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah dengan 1 (satu) angka 11, angka 12 dan angka 

13, yang berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

11. Surat Keterangan Tidak Mampu adalah surat keterangan yang 

menyatakan bahwa seseorang adalah orang yang tidak marnpu yang 

dikeluarkan oleh kepala desa. 

12. Basis Data Terpadu adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk 

perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon 

penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun 

individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang 

ditetapkan oleh pelaksana Program untuk Program Perlindungan Sosial 

yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (TNP2K). 

13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, 

dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 



2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 5 

(1) Ketentuan Pelayanan bagi Penerima Manfaat Jampersal sebagai berikut: 

a. Persyaratan administrasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

di Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah: 

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang tandatangani oleh 

Kepala Desa dan Diketahui oleh Camat; 

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau foto copy Kartu 

keluarga (KK) atau Surat Keterangan Berdomisili pasien yang 

masih berlaku; dan 

3. Foto copy Buku KIA / Kartu Ibu 

b. Ibu hamil/ibu bersalin tidak mampu yang berhak diusulkan untuk 

mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jampersal di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan ditentukan berdasarkan Basis Data Terpadu di desa. 

c. Untuk penetapan Ibu hamil/ibu bersalin tidak mampu di luar Basis 

Data Terpadu ditentukan berdasarkan Musyawarah Desa di tingkat 

desa. 

d. Kriteria penetapan Ibu hamil dan ibu bersalin tidak mampu (miskin) 

berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Surat Keterangan Tidak Mampu sebagaimana dimkasud pada ayat (1) 

huruf a angka 1 diberikan berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) 

(3) Dalam hal Ibu Hamil atau Bersalin tidak terdaftar dalam Basis Data 

Terpadu, maka penerbitan SKTM didasarkan dan i Musyawarah Desa 

dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samba. 

Ditetapkan di Sambas 
pada tanggal 22 April 2019 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

ATBAH ROMIN SUHAILI 

Diundangkan di Sambas 
pada tanggal 22 April 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, 

TTD 

URAY TAJUDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 11 

Salinan sesu 
KEPALA B  

i dengan aslinya 
IAN HUKUM, 

MARJU I SH 
Pembina Tk. 1 (IV/b) 

NIP. 19680612 199710 1 001 
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